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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dan 
Australia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Australia 
Border Force (ABF) dalam menangani illegal fishing di perbatasan dengan metode 
penelitian kualitatif menggunakan data sekunder berdasarkan konsep kejahatan 
transnasional dan keamanan maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani illegal fishing di perbatasan 
melalui tiga proses yang sejalan dengan teori kerjasama internasional menurut K.J 
Holsti yaitu 1) merumuskan masalah bersama melalui forum IAFSF, RPOA-IUU, 
dan deklarasi Joint Declaration on Maritime Corporation serta MoU yang 
disepakati, 2) membuat kebijakan bersama sebagai bentuk penanganan masalah 
melalui forum-forum yang telah disepakati, dan 3) implementasi kebijakan dengan 
sharing knowledge, sharing technology, dan blue economy secara berkelanjutan. 
Kerjasama KKP dan ABF memberikan keuntungan dan dampak yang positif serta 
berkelanjutan terhadap keamanan maritim dan ekonomi kedua negara melalui 
kebijakan-kebijakan yang dibuat dan disepakati bersama melalui forum-forum yang 
dibentuk.  
 
Kata kunci : illegal fishing, kerjasama internasional, keamanan maritim, Joint 

Declaration on Maritime Corporation 
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ABSTRACT 
 

This research aims to find out how Indonesia and Australia collaborate through the 
Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) and the Australian Border Force 
(ABF) in dealing with illegal fishing at the border using qualitative research 
methods using secondary data based on the concepts of transnational crime and 
maritime security. The research results show that cooperation between Indonesia 
and Australia in dealing with illegal fishing on the border goes through three 
processes that are in line with the theory of international cooperation according to 
K.J. Holsti, namely: 1) formulating joint problems through the IAFSF forum, 
RPOA-IUU, and the Joint Declaration on Maritime Corporation and the MoU 
agreed; 2) making joint policies as a form of handling problems through agreed 
forums; and 3) implementing policies by sharing knowledge, sharing technology, 
and the blue economy in a sustainable manner. Cooperation between the KKP and 
ABF provides benefits and has a positive and sustainable impact on maritime 
security and the economies of the two countries through policies that are created 
and mutually agreed upon through the forums that are formed. 
 
Keywords :  illegal fishing, international cooperation, maritime security, Joint 

Declaration on Maritime Corporation 
Indralaya,       January2024 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah daratan dan perairan 

terluas dibandingkan dengan negara lain. Sebagai negara maritim, Indonesia 

memiliki luas lautan sebesar 6,8 juta km2 yang terdiri dari perairan pedalaman dan 

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Sekitar 75% wilayah Indonesia adalah lautan, 

termasuk ZEE seluas 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Letak 

perairannya yang strategis menyebabkan peranan yang sangat penting bagi kawasan 

Asia Pasifik dan global secara geopolitik.  

Perairan Indonesia menyimpan kekayaan sumberdaya hayati baik kuantitas 

dan diversitasnya maupun ekosistem yang sangat kaya dan merupakan wilayah 

megabiodiversitas di dunia. Indonesia memasok sekitar 10% dari komoditas 

kelautan global. Sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim terbesar di dunia 

menjadikan Indonesia sebagai pusat berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan 

kelautan. Namun hal ini juga membuat Indonesia sangat berpotensi sebagai pintu 

masuk bagi para pelaku kejahatan maritim, seperti perompakan dan perampokan 

bersenjata, penyelundupan obat-obatan terlarang, penyelundupan dan perdagangan 

manusia, perusakan lingkungan laut, dan Illegal, Unregulated and Unreported 

(IUU) Fishing (Deria, 2021).  

Illegal fishing diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan 

oleh seseorang atau kapal asing di wilayah yurisdiksi tanpa izin dari negara dan 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah 
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nasional. Illegal fishing seperti yang dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) yaitu kegiatan perikanan yang berkaitan dengan pelanggaran dan 

tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak 

diungkapkan dan dilaporkan pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah 

(Banjarani, 2020). 

Menurut dokumen International Plan of Action-Food and Agriculture  

Organization of  the United  Nations (IPOA - FAO) terbagi menjadi 3 kategori 

yaitu: dilakukan oleh nelayan asing atau lokal di wilayah negara tertentu tanpa izin 

atau dengan pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan nasional; 

dilakukan oleh nelayan asing atau lokal yang tergabung dalam organisasi perikanan 

regional, akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh nelayan tersebut bertentangan 

dengan konservasi yang telah ditetapkan; dan dilakukan oleh lembaga penegak 

hukum internasional,termasuk negara yang bekerjasama dengan dengan organisasi 

regional. 

Besarnya potensi maritim di Indonesia justru akan menyebabkan kehidupan 

lautnya terancam akibat penangkapan ikan yang berlebihan dan berkurangnya stok. 

Menurut Food and Agriculture Organization kegiatan illegal fishing Indonesia 

mengakibatkan kerugian mencapai 30 triliun per tahun, ini merupakan estimasi 

tingkat kerugian yang mencapai 25% dari total perikanan yang dimiliki Indonesia 

yakni sebesar 1,6 juta ton pertahun. Selain itu, kerugian akibat illegal fishing ini 

juga berdampak pada kerusakan sumber daya perikanan, dimana pengambilan 

dalam jumlah besar akan mengakibatkan ekosistem laut terganggu dan memicu 

rusaknya terumbu karang yang ada di laut (Osgar, 2018).  Di sisi lain, 2,8 juta rumah 
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tangga di Indonesia terlibat langsung dalam komoditas kelautan industri. Oleh 

karena itu, ketika stok ikan sudah habis dan penangkapan ikan yang tidak 

berkelanjutan masih dilakukan, maka mata pencaharian rumah tangga ini bisa 

hilang yang juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia. 

Laut yang menjadi favorit bagi pelaku illegal fishing di antaranya adalah 

Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi Bagian Barat, dan Laut Arafura. Pada tahun 2014 

diperkirakan sekitar 40.000 ton ikan pelagis kecil yang dicuri di perairan Indonesia 

lebih tepatnya di Laut Arafura yang merupakan salah satu Wilayah Pengelolaan 

Perikanan (WPP) 718. Kawasan Laut Arafura adalah kawasan perbatasan laut 

antara Indonesia dan Australia. di Kawasan perbatasan ini selain menawarkan 

beragam peluang ZEE bagi Indonesia dan Australia, Laut Arafura diakui sebagai 

salah satu dari Kawasan perairan laut yang merupakan penanganan sumber daya 

perikanan berkelanjutan. Hal tersebut yang menjadikan Laut Arafura rawan akan 

terjadinya tindak IUU fishing, dan untuk mengatasinya Indonesia melibatkan 

negara-negara di sekitarnya salah satunya Australia.  

Australia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keenam di dunia 

dengan panjang 25.780 km, kawasan ZEE Australia juga menjadi negara dengan 

kawasan ZEE terbesar ketiga di dunia dengan total luas laut sekitar 10 juta km2. 

Kawasan ZEE ini terdiri dari 8,2 juta km2 di lepas pantai Australia dan 2 juta km2 

di luar wilayah Antartika Australia. Dengan wilayah yang begitu luas ini banyak 

pihak asing yang datang untuk memanfaatkan kekayaan laut yang dimiliki 

Australia, sehingga menyebabkan negara ini juga menghadapi tantangan perikanan 

yang sama yaitu praktik penangkapan ikan ilegal. 
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Sejak era pemerintahan Joko Widodo, melalui visi Poros Maritim Dunia 

(PMD), Presiden Joko Widodo mengambil langkah untuk memanfaatkan sektor 

laut dengan membenahi dan memberantas pencurian ikan yang terjadi di perairan 

Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas terhadap kasus 

IUU Fishing yaitu dengan menenggelamkan kapal-kapal para pelaku IUU Fishing 

dan meledakkannya. Guna mendukung upaya dan kebijakan nasional dalam 

menanggulangi IUU fishing, Indonesia aktif menjalin banyak kerjasama baik 

bilateral maupun multilateral serta memanfaatkan forum-forum kerjasama di 

tingkat regional dan internasional dalam menyuarakan permasalahan IUU fishing. 

Australia menjadi salah satu negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia 

karena Australia termasuk ke dalam sepuluh negara tujuan ekspor terbesar. 

Langkah Indonesia bekerjasama dengan Australia dalam menangani IUU 

Fishing dipertegas lewat pembentukan komunike bersama mengenai kerjasama 

dalam rangka memerangi IUU Fishing. Selain dalam bentuk penegasan komitmen 

Indonesia dalam memerangi atau mengatasi IUU Fishing, langkah yang diambil 

oleh Indonesia merupakan upaya untuk menetapkan dan melanjutkan kebijakan 

maritim mereka dengan negara-negara tetangga, sekaligus membangun tata kelola 

perikanan berkelanjutan pada wilayah perairan perbatasan Indonesia dan Australia. 

Pada tahun 2017 dibentuklah Joint Declaration on Maritime Corporation 

yang kemudian direposisi menjadi Kerjasama Komprehensif pada 2018. Joint 

Declaration on Maritime Corporation dibentuk pada 26 Februari 2017 dan 

diratifikasi pada 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh wakil delegasi dari kedua 

negara setelah melakukan pertemuan 2+2 Indonesia-Australia di Commonwealth 
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Parliamentary Offices di Sydney, Australia. Penandatanganan kerjasama ini 

sekaligus membahas MOU dari kerjasama tersebut.   

Plan of Action dari Join Declaration on Maritime Corporation mencakup 9 

poin utama, yaitu: Pengembangan Ekonomi, Konektivitas Maritim dan Blue 

Economy; Memperkuat Keamanan Maritim dan Memberantas Kejahatan 

Transnasional yang Terjadi di Laut;  Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal 

dan Kejahatan Lainnya di Sektor Perikanan; Meningkatkan Keamanan Maritim, 

Mencegah serta Merespon Polusi Lingkungan Maritim; Meningkatkan Koordinasi 

dan Manajemen Risiko Bencana Maritim; Kolaborasi Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi di Sektor Marina; Manajemen Berkelanjutan dalam 

Sumber Daya Maritim dan Blue Carbon; Pengelolaan Warisan Budaya Maritim; 

Memperkaya Kegiatan Dialog baik Skala Regional maupun Multilateral Forum. 

Implementasi dari Joint Declaration on Maritime Corporation 

menghasilkan kerjasama yang telah disepakati antara Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) dengan Australia Border Force (ABF) yang merupakan penegak 

hukum yang bertanggung jawab atas penegakan, investigasi, dan operasi perbatasan 

lepas pantai dan darat di Australia. Perjanjian Kerjasama keamanan maritim antara 

Indonesia dan Australia ini telah dibahas secara komprehensif dalam rangkaian 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Istimewa ASEAN pada 2018. KTT ini 

mempertemukan negara-negara ASEAN dengan Australia pada 16 sampai 18 Maret 

2018 di Sydney, Australia. Kerjasama ini memiliki tujuan untuk menangani IUU 

Fishing di laut Arafura.  
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KKP bersama ABF melakukan berbagai jenis operasi gabungan untuk 

menjaga wilayah perbatasan guna memperlancar atas pelaksanaan program yang 

telah direncanakan bersama. KKP dan ABF melakukan kolaborasi terhadap 

wilayah-wilayah yang rentan terhadap illegal fishing, salah satunya adalah Laut 

Timor dan Laut Arafura. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disertai 

dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) dan Australia 

Border Force (ABF) disertai dengan Australian Fisheries Management Authority 

(AFMA) melakukan operasi gabungan di perairan Indonesia. Operasi gabungan ini 

dilakukan untuk mengawasi kapal asing yang memasuki perairan Indonesia yang 

harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai antisipasi terhadap 

pencurian ikan di wilayah perbatasan.  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan 

Australia Border Force (ABF) dari analisis tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan-tujuan dan komitmen yang ingin dicapai bersama (pemberantasan 

illegal fishing di perbatasan) serta keuntungan yang ingin diperoleh dari kerjasama 

ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni “Bagaimana 

Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Australia Border 

Force (ABF) dalam Menangani Illegal fishing di Wilayah Perbatasan?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama Indonesia-

Australia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Australia 

Border Force (ABF) dalam upaya menangani masalah illegal fishing di wilayah 

perbatasan Indonesia serta menganalisis keuntungan dari kerjasama yang dilakukan 

antara Indonesia dan Australia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan 

akan pengetahuan akademik, dan diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran 

terhadap pengetahuan bagi para pembaca. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

terhadap mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional khususnya konsentrasi 

keamanan internasional, serta dapat menambah wawasan terkait studi 

pertahanan maritim dalam menangani ancaman illegal fishing di wilayah 

perbatasan Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang 

dedikasi dan mengedepankan kepentingan nasional diatas kepentingan 

pribadi, serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat akan 

pengetahuan kelautan, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait pertahanan maritim. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 
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memberikan pemahaman dan konstribusi dalam meningkatkan 

kewaspadaan sistem pertahanan maritim terhadap kasus illegal fishing yang 

masih sering terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. 
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